
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN 

NOMOR: 810-401.201/        /2024 

TENTANG 

KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 

dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 

kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian 

tujuan strategis daerah dibutuhkan penambahan 

Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293

Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun

Anggaran 2024 dipandang perlu menetapkan Kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota Madiun tentang Kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024;

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

160



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang

Mekanisme Seleksi Pegawai Negeri Sipil Tahun

Anggaran 2024;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai

Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang

Persyaratan Surat Tanda Registrasi Bagi Jabatan

Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Tahun

Anggaran 2024;

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27

Tahun 2024;
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada Diktum “KESATU” digunakan sebagai dasar 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kota Madiun. 

KETIGA :  Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal  

Pj. WALI KOTA MADIUN, 

EDDY SUPRIYANTO 

TEMBUSAN:  
Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi di 
Jakarta; 

2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di

Jakarta; 
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan

Kepegawaian Negara Surabaya di 
Sidoarjo; 

4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun; 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI PERTAMA 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  

NOMOR: 810-401.201/          /2024 
TENTANG 
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL TAHUN 2024 

KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 

A. TENAGA KESEHATAN

NO JABATAN 
ALOKASI 

PNS 
UNIT PENEMPATAN 

1 2 3 4 

Tenaga Kesehatan 29 

1 Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Anestesiologi 

dan Terapi Intensif 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 
Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 

Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

2 Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 

Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

3 Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Penyakit 

Dalam 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 
Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 

Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

4 Dokter Ahli Pertama-Dokter Spesialis Urologi 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 
Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah 
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1 2 3 4 

5 Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum) 2 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Manguharjo 

6 Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum) 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Puskesmas Demangan 

7 Dokter Gigi Ahli Pertama-Dokter Gigi Spesialis 

Konservasi Gigi 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 
Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

8 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Ngegong 

9 Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Manguharjo 

10 Fisikawan Medis Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 

Daerah/Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

11 Nutrisionis Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 
Daerah/Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Penunjang Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

12 Nutrisionis Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Ngegong 
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1 2 3 4 

13 Nutrisionis Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Puskesmas Tawangrejo 

14 Nutrisionis Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Puskesmas Manguharjo 

15 Penata Anestesi Ahli Pertama 2 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 

Daerah/Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 
Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Rumah Sakit Umum 

Daerah 

16 Perawat Terampil 4 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Demangan 

17 Perawat Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Ngegong 

18 Psikolog Klinis Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Manguharjo 

19 Psikolog Klinis Ahli Pertama 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Tawangrejo 

20 Teknisi Elektromedis Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Manguharjo 
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1 2 3 4 

21 Teknisi Elektromedis Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian  

Penduduk dan Keluarga Berencana/Rumah Sakit Umum 

Daerah/Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah/Seksi 

Penunjang Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah 

22 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli 

Pertama 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Sukosari 

23 Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas  Tawangrejo 

24 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana/Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Puskesmas Tawangrejo 
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B. TENAGA TEKNIS 

NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 
ALOKASI 

PNS 
UNIT PENEMPATAN 

 

1 2 3 4 5 

 Tenaga Teknis  23  

1 Mediator Hubungan Industrial 

Ahli Pertama 

D-IV Relasi Industri; S-1 Administrasi 

Bisnis; S-1 Ekonomi; S-1 Hukum; S-1 Hu-

kum Bisnis; S-1 Manajemen; S-1 

Administrasi Publik 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah / Bidang Tenaga Kerja 

2 Pekerja Sosial Ahli Pertama D-IV Pekerjaan Sosial; S-1 Kesejahteraan 

Sosial 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak/Bidang 

Rehabilitasi Sosial 

3 Penata Kelola Bangunan 

Gedung dan Kawasan 

Permukiman Ahli Pertama 

D-IV Arsitektur; D-IV Arsitektur Bangunan 

Gedung; S-1 Arsitektur; D-IV Manajemen 

Konstruksi; D-IV Perancangan Bangunan 

Gedung; D-IV Perencanaan Wilayah dan 

Kota; S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota; 

D-IV Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota; 

S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;  

D-IV Planologi; D-IV Teknik Planologi; S-1 

Planologi; S-1 Teknik Planologi; D-IV Teknik 

Konstruksi Gedung; D-IV Teknik Sipil; S-1 

Teknik Sipil; D-IV Teknik Lingkungan; S-1 

Teknik Lingkungan 

3 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang/Bidang Cipta Karya 
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1 2 3 4 5 

4 Penata Kelola Bangunan 

Gedung dan Kawasan 
Permukiman Ahli Pertama 

D-IV Arsitektur; D-IV Arsitektur Bangunan 

Gedung; S-1 Arsitektur; D-IV Perancangan 
Bangunan Gedung; D-IV Perencanaan 
Wilayah dan Kota; S-1 Perencanaan Wilayah 

dan Kota; D-IV Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota; S-1 Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota; D-IV Planologi; D-IV Teknik 

Planologi; S-1 Planologi; S-1 Teknik 
Planologi; D-IV Teknik Sipil; S-1 Teknik 

Sipil; D-IV Teknik Lingkungan; S-1 Teknik 
Lingkungan; D-IV Perencanaan Perumahan 
dan Permukiman 

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman/Bidang Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan 

5 Penata Kelola Jalan dan 
Jembatan Ahli Pertama 

D-IV Arsitektur; S-1 Arsitektur; D-IV 
Perencanaan Wilayah dan Kota; S-1 

Perencanaan Wilayah dan Kota; D-IV Teknik 
Perencanaan Wilayah dan Kota; S-1 Teknik 
Perencanaan Wilayah dan Kota; DIV 

Planologi; D-IV Teknik Planologi; S-1 
Planologi; S-1 Teknik Planologi; D-IV Teknik 

Sipil; S-1 Teknik Sipil; D-IV Perancangan 
Jalan dan Jembatan; D-IV Teknik 
Perancangan Jalan dan Jembatan; D-IV 

Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan 

2 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 
Pekeŕjaan Umum dan Penataan 

Ruang/Bidang Bina Marga 

6 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan 

1 Pemerintah Kota Madiun/Sekretariat 
Daerah Bagian Organisasi 

7 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan 

1 Pemerintah Kota Madiun/Kecamatan 
Manguharjo Seksi Pemerintahan 

8 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan 

1 Pemerintah Kota Madiun/Kecamatan 
Taman Seksi Pemerintahan 
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1 2 3 4 5 

9 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-

1 Ilmu Pemerintahan

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan 
dan Olah Raga/Sekretariat/Sub 
Bagian Umum dan Keuangan 

10 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahąn Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan

1 Pemerintah Kota Madiun/Kecamatan 
Kartoharjo Seksi Pemerintahan 

11 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan

1 Pemerintah Kota Madiun/Sekretariat 
Daerah Bagian Pemerintahan 

12 Penata Kelola Pemerintahan D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah; S-
1 Ilmu Pemerintahan

1 Pemerintah Kota Madiun/Sekretariat 
Daerah/Bagian Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat 

13 Pengawas Lingkungan Hidup 
Ahli Pertama 

S-1 Geografi; S-1 Ilmu Geografi; S-1 Teknik
Geologi; S-1 Teknik Industri; S-1 Teknik

Kimia; S-1 Teknik Sipil

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 
Lingkungan Hidup/Bidang Penaatan, 

Pengawasan dan Peningkatan 
Kapasitas Lingkungan Hidup 

14 Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Ahli Pertama 

S-1 Teknik Sipil 2 Pemerintah Kota Madiun/Sekretariat 
Daerah/Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa dan Administrasi  

Pembangunan 

15 Pengelola Sumber Daya Air Ahli 

Pertama 

D-IV Teknik Pengairan; S-1 Teknik

Pengairan; D-IV Teknik Pengelolaan Sumber
Daya Air; S-1 Teknik Pengelolaan Sumber
Daya Air; S-1 Manajemen atau Pengelolaan

Sumber Daya Perairan; D-IV Perencanaan
Wilayah dan Kota; D-IV Teknik Perencanaan

Wilayah dan Kota; S-1 Perencanaan Wilayah
dan Kota; S-1 Teknik Perencanaan Wilayah
dan Kota

2 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang/Bidang Pengelolaan Sumber 
Daya Air 

16 Penyusun Materi Hukum dan 
Perundang-undangan 

S-1 Hukum 2 Pemerintah Kota Madiun/Sekretariat 
Daerah Bagian Hukum 
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17 Surveyor Pemetaan Terampil D-III Teknik Geomatika; D-III Teknologi

Geomatika; D-III Teknologi Penginderaan
Jauh; D-III Penginderaan Jauh dan Sistem
Informasi Geografi; D-III Sistem Informasi

Geografis; D-III Survei dan Pemetaan; D-III
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis;
D-III Teknik Survey dan Pemetaan; 

D-III Pengelolaan Sumber Daya Lahan; D-III
Pengelolaan Hutan Alam Produksi

1 Pemerintah Kota Madiun/Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman/Bidang Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan 

Pj. WALI KOTA MADIUN, 

EDDY SUPRIYANTO 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN AHLI PERTAMA 
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